NOMOR : 4

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

TAHUN 2019

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 2019

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGEKA,

: a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Romawi V angka 26

i 1.

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran
2019, Perubahan Parsial yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah selanjutnya harus ditampung dalam Peraturan
Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019
serta sehubungan adanya perkembangan yang tidak sesuai
dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang
menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan
sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka
perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Majalengka Tahun Anggaran 2019.

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang ...... 2



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia
Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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12.

13.

14,

15.

16.

17

18.

19,

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18), Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6177);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor
60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5950);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178);
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28.

29,

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6206);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6279);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Milik Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2018 tentang Petunjuk
Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
271);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Beita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);
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37.

38.

39.

40.

41.

42,

43.

44.

45.

46.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
Dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran
dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan
Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1744)sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan,
Penganggaran Dalam APBD dan Tertib Administrasi
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Serta
Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 701);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018
tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum
Tambahan Tahun Anggaran 2019(Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun
2005 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2005 Nomor 8 seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2009 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Majalengka Kepada Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 5);
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47.Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 5 Tahun
2014 tentang Pembentukan Dana Cadangan Investasi Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2014 Nomor 5);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2016 Nomor 14);

49. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 4 Tahun
2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun 2017 Nomor 4).

50. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1 Tahun
2018 tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 1);

51. Peraturan Daerah Kabupten Majalengka Nomor 4 Tahun 2018
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Majalengka Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2018 Nomor 4).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA

dan
BUPATI MAJALENGKA

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
MAJALENGKA TAHUN ANGGARAN 20109.
Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 dapat
diuraikan dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. semula Rp.3.323.697.562.203,96

b. bertambah/(berkurang) Rp. (306.529.738.533,89)

Jumlah pendapatan setelah Perubahan Rp.3.017.167.823.670,07

2. Belanja

a. semula Rp. 3.361.968.084.312,75

b. bertambah/(berkurang) Rp. (194.572.361.616,53)

jumlah belanja setelah Perubahan Rp.3.167.395.722.696,22
surplus/(defisit) setelah Perubahan Rp. (150.227.899.026,15)

3. Pembiayaan ...... 8



3. Pembiayaan

(1)

(2)

a.

penerimaan

1) semula Rp. 42.270.522.108,79

2) bertambah/(berkurang) Rp. 117.114.662.017,36

jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 159.385.184.126,15

. pengeluaran

1) semula Rp. 4.000.000.000,00

2) bertambah/(berkurang) Rp. 5.157.285.100,00

jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 9.157.285.100,00

jumlah pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 150.227.899.026,15

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 terdiri dari:

a.

Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 473.449.999.992,96

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.287.673.483,11

Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 477.737.673.476,07

Dana perimbangan

1) Semula Rp. 1.715.228.407.900,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.087.784.888,00

Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan Rp.1.719.316.192.788,00
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula Rp. 1.135.019.154.311,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (314.905.196.905,00)

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp. 820.113.957.406,00

setelah Perubahan

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis pendapatan:

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 143.849.545.385,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.866.417.615.00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah Perubahan Rp. 148.715.963.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula Rp. 20.092.014.667,96

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.958.729.885,16)

Jumlah retribusi daerah setelah Perubahan Rp. 18.133.284.782,80
Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 8.490.898.197,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (665.643.655.00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah Rp. 7.825.254.542,00

yang dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 301.017.541.743,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 2.045.629.408,27

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah  Rp. 303.063.171.151,27
setelah Perubahan




(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:

(4)

(1)

a.

Dana bagi hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 83.026.386.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 4.087.784.888,00

Jumlah dana bagi hasil setelah Perubahan Rp. 87.114.170.888,00
Dana alokasi umum

1) Semula Rp. 1.167.367.009.900,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan Rp. 1.167.367.009.900,00

Dana alokasi khusus

1) Semula Rp. 464.835.012.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan Rp. 464.835.012.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari jenis pendapatan:

a.

Hibah dari Pemerintah

1) Semula Rp. 132.650.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (1.442.200.000,00)

Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 131.207.800.000,00
Dana darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(Berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat Setelah Perubahan Rp. 0,00
Dana bagi hasil pajak dari provinsi

1) Semula Rp. 139.642.898.935,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 6.926.372.471,00

Jumlah dana bagi hasil pajak dari provinsi Rp. 146.569.271.406,00
setelah Perubahan

Dana penyesuaian dan otonomi khusus

1) Semula Rp. 414.881.243.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 414.881.243.000,00

setelah Perubahan
Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 447.845.012.376,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (320.389.369.376,00)
Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau Rp. 127.455.643.000,00

pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri atas:
a. Belanja tidak langsung

1) Semula Rp. 1.819.857.336.440,18
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (41.739.180.674.29)
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp.1.778.118.155.765,89
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b. Belanja langsung

1) Semula Rp. 1.542.110.747.872,57
2) Bertambah/(berkurang) Rp. (152.833.180.942,24)
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 1.389.277.566.930,33

(2) Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri
dari jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 1.270.887.345.845,28

2) Bertambah/(berkurang) Rp.  (47.401.573.247,29)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 1.223.485.772.597,99
b. Belanja bunga

1} Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0,00
c. Belanja subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan Rp. 0,00
d. Belanja hibah

1) Semula Rp. 27.416.200.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 1.898.000.000,00

Jumlah belanja hibah setelah Perubahan Rp. 29.314.200.000,00

e. Belanja bantuan sosial

1) Semula Rp.  400.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 3.115.000.000,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 3.515.000.000,00
f. Belanja bagi hasil

1) Semula Rp. 16.394.156.005,30

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 290.768.773.00

Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 16.684.924.778,30
g. Belanja bantuan keuangan

1) Semula Rp. 502.759.634.589,60

2) Bertambah/(berkurang) Rp 358.623.800,00

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan Rp. 503.118.258.389,60
h. Belanja tidak terduga

1) Semula Rp. 2.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan Rp. 2.000.000.000,00

(3) Belanja ...... 11
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(1)

(2)

=11 =

Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari
jenis belanja :

a. Belanja pegawai

1) Semula Rp. 83.835.493.875,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. (4.279.329.439,00)

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 79.556.164.436,00
Belanja barang dan jasa

1) Semula Rp. 612.662.101.449,46

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 37.952.785.119,98
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp. 650.614.886.569,44

Belanja modal

1) Semula Rp. 845.613.152.548,11

2) Bertambah/(berkurang) Rp.(186.506.636.623,22)

Jumlah belanja modal setelah Perubahan Rp. 659.106.515.924,89

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri dari:

a.

Penerimaan

1) Semula Rp. 42.270.522.108,79

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 117.114.662.017,36

Jumlah penerimaan setelah Perubahan Rp. 159.385.184.126,15

Pengeluaran

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya

1) Semula Rp. 42.001.530.108,79

2) Bertambah/(berkurang) Rp.117.114.662.017,36

Jumlah SILPA setelah Perubahan Rp. 159.116.192.126,15

Pencairan Dana Cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

Penerimaan piutang daerah

1) Semula Rp. 268.992.000,00
2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah penerimaan piutang setelah Perubahan Rp. 268.992.000,00

(3)Pengeluaran........ 12



12

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pembiayaan:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1) Semula Rp. 4.000.000.000,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp. 5.157.285.100,00

Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah Perubahan Rp.
9.157.285.100,00

c. Pembayaran Pokok utang

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00

Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan Rp. 0,00
Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari :

1.
2.

Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah
dan Organisasi SKPD;

. Lampiran IIl Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah,

Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara;

Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum

diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan

Perubahan APBD.
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Pasal 7
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Majalengka.
Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 30 Agustus 2019
BUPATI MAJALENGKA,
ttd
KARNA SOBAHI
Diundangkan di Majalengka

pada tanggal 30 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,

A
/ N
AHMAD SODIKIN
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2019 NOMOR 4
Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA,

C:ZK\?J(E.

GUN GUN M.D., S.H., M.Pd.
NIP. 19680327 199603 1 003

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI
JAWA BARAT (9/222/2019).



